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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PMK.04/2012
TENTANG

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Menimbang

DAN PEMBEBASAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat
(5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2),
Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (6),
Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (8), Pasal 24 ayat (3),
Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2),
Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 ayat (7),
dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan,
Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan
Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di
Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan
Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas dan
Pembebasan Cukai;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008
tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang
Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan
Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan
Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di
Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5277);

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006.
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10.
11.

12.
13.

Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun1995
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat
tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di
dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di
pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan
untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kawasanyang ditetapkansebagai kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas,
adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean
sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan
yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-
Undang Kepabeanan.

Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh
Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk
dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Orang adalah Orang perseorangan atau badan hukum.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan
lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan
untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas
barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.

Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat
dengan PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan Pabean yang
digunakan sebagai Pemberitahuan Pabean pemasukan ke Kawasan
Bebas atau pengeluaran dari Kawasan Bebas.
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PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-Oladalah
Pemberitahuan Pabean untukpemasukan dan pengeluaran barang ke
dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan
pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah
Pabean.

PPFTZ dengan kode 02 yang selanjutnya disebut PPFTZ-02 adalah
Pemberitahuan Pabean untukpemasukan dan pengeluaran barang ke
dan dari Kawasan Bebas dari dan ke Tempat Penimbunan Berikat,
Kawasan Bebas lainnya, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

PPFTZ dengan kode 03 yang selanjutnya disebut PPFTZ-03 adalah
Pemberitahuan Pabean untukpemasukan barang ke Kawasan Bebas
dari tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pemberitahuan Pabean dengan kode BC 1.2-FTZ yang selanjutnya
disebut BC 1.2-FTZ adalah Pemberitahuan Pabean pengeluaran
barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke
Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya.

Dokumen Cukai Free Trade Zone yang selanjutnya disebutCK-FTZ
adalah dokumen cukai untuk pemberitahuan pengeluaran sekaligus
pelindung pengangkutan atasbarang kena cukai dari Pabrik untuk
kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas dengan fasilitas
pembebasan cukai, dalam bentuk formulir atau melalui media
elektronik.

Pemberitahuan Konsolidasi Barang yang selanjutnya disingkat PKB
adalah pemberitahuan yang dibuat oleh pihak yang melakukan
konsolidasi yang berisi daftar seluruh Pemberitahuan Pabean dan
Nota Persetujuan Pengeluaran Barang yang ada dalam satu peti
kemas.

Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah
bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan
tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan
tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang
disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang
sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkatPPN adalah Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.

Pertukaran Data Elektronik Kepabeanan yang selanjutnya disebut
PDE Kepabeanan adalah proses penyampaian dokumen pabean dalam
bentuk pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi
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